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A. Latar Belakang dan Metode

Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) Tahun 2021 adalah laporan tahunan
ke-15 sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2007. Laporan KBB SETARA Institute
mencakup kumpulan data KBB dan analisis dari beberapa fenomena KBB menonijol di
tahun bersangkutan. SETARA Institute mengangkat tema “Mengatasi Intoleransi,
Merangkul Keberagaman” untuk laporan tahun 2021. Hal ini didasarkan pada tren
penyeragaman di masyarakat yang semakin memperkuat intoleransi. Sesuatu yang
berbeda dari interpretasi mayoritas dipandang sesat, menodai agama, dan dilekatkan
dengan stigma-stigma buruk lainnya, sehingga menjadi pembenaran atas perilaku
intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Tema ini mengandung
harapan agar pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat beranjak dari
penyeragaman ke merangkul keberagaman.

Tren penyeragaman dapat dilihat dari tren cukup tingginya isu penodaan agama dalam 4
tahun terakhir. Selain tren KBB secara umum, laporan ini menyoroti tantangan KBB di
dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, upaya penyeragaman terlihat dari keputusan
Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan SKB 3 menteri tentang penggunaan pakaian
seragam dan atribut sekolah dengan alasan bahwa SKB tersebut bertentangan dengan
Pasal 1 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu
berkaitan dengan pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama dan bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti, secara implisit, MA
memperbolehkan sekolah mewajibkan penggunaan atribut kekhasan agama tertentu.
Nilai-nilai agama, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diseragamkan
definisinya melalui penggunaan atribut kekhasan agama tertentu.

Dalam penyusunan laporan ini, SETARA Institute menggunakan metode campuran (mixed
method), spesifiknya adalah pengumpulan data kuantitatif mengenai jumlah dan kategori
pelanggaran KBB dilakukan terlebih dahulu, dan setelah itu diikuti oleh pengumpulan dan
analisis data kualitatif berupa wawancara mendalam untuk memberikan pemahaman
yang lebih mendalam mengenai tren yang tergambar dalam data kuantitatif tersebut.

Data SETARA Institute mengenai jumlah pelanggaran KBB merupakan data yang dihimpun
dari pemantauan SETARA Institute dan jaringan SETARA Institute di berbagai daerah,



pelaporan langsung dari korban/saksi, dan triangulasi dengan pemberitaan di media.
Berdasarkan media massa dan pelaporan, SETARA Institute pada beberapa kasus turun
langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan lapangan. Maka dari itu, seperti
riset-riset pada umumnya, SETARA Institute memahami adanya keterbatasan
pengumpulan data, yaitu potensi peristiwa yang tidak terhimpun yang dimungkinkan
karena berbagai hal, seperti:

e Tidak adanya pelaporan dari korban/saksi

e Tidak adanya peliputan suatu peristiwa pelanggaran KBB oleh media massa
Namun demikian, data SETARA Institute tetap bermanfaat untuk menunjukkan berapa
banyak pelanggaran KBB yang sekurang-kurangnya terjadi di tahun bersangkutan.

B. Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Tahun 2021

Secara keseluruhan, pada tahun 2021, kumpulan data SETARA Institute menunjukkan ada
penurunan jumlah pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Dibandingkan
dengan tahun 2020, di mana terdapat 180 peristiwa pelanggaran dan 424 tindakan
pelanggaran, pada tahun 2021 tercatat ada 171 peristiwa pelanggaran dan 318 tindakan
pelanggaran.! Mengingat keterbatasan pengumpulan data yang sudah disampaikan di
bagian metode, penurunan jumlah peristiwa dan tindakan ini mungkin tidak dapat
sepenuhnya mengindikasikan kemajuan dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.
Namun, dari data tersebut, dapat dipahami bahwa jumlah peristiwa pelanggaran yang
sekurang-kurangnya terjadi di tahun 2020 dan 2021 tidak jauh berbeda; serta ada
kemungkinan jumlah tindakan pelanggaran mengalami penurunan dari tahun 2020 ke
2021.

Dari data KBB tahun 2021, diketahui bahwa tiga isu pelanggaran KBB yang dominan
dilakukan oleh aktor negara adalah: diskriminasi® (25 kasus), kebijakan diskriminatif® (18

1 SETARA Institute mendefinisikan peristiwa sebagai suatu kejadian yang terjadi di satu hari yang sama, sedangkan
tindakan adalah variasi aktor pelanggar KBB dan variasi kategori Tindakan yang terjadi dalam satu peristiwa. SETARA
Institute mengkategorisasi pelanggaran menjadi peristiwa dan tindakan karena satu peristiwa pelanggaran KBB
dapat mencakup satu atau lebih dari satu tindakan pelanggaran KBB. Misalnya, peristiwa perusakan Masjid Miftahul
Huda di Sintang terdiri dari beberapa tindakan pelanggaran KBB, yaitu: (1) ujaran kebencian oleh kelompok intoleran
untuk merusak masjid, (2) perusakan dan pembakaran masjid oleh kelompok intoleran, (3) pembiaran oleh aparat
keamanan yang berjaga di sekitar masjid.

2 Dalam kajian SETARA Institute, diskriminasi didefinisikan sebagai perbedaan perlakuan oleh negara terhadap
individu/kelompok yang dikarenakan klasifikasi kelompoknya, baik itu agama maupun aliran kepercayaan, yang
menghambat kesetaraan individu/kelompok dalam menikmati haknya. Affirmative action tidak termasuk dalam
diskriminasi karena bertujuan meningkatkan inklusi suatu kelompok marginal sehingga dapat meningkatkan
keterwakilannya di pekerjaan dan aspek lainnya. Klasifikasi diskriminasi ini ditujukan pada perilaku dan bukan pada
kebijakan tertulis. Adapun kebijakan tertulis dikategorikan terpisah sebagai kebijakan diskriminatif.

3 Kebijakan diskriminatif adalah diskriminasi yang dilakukan oleh negara yang dituangkan dalam bentuk kebijakan
tertulis, seperti surat edaran, surat keputusan bersama, dan kebijakan tertulis lainnya. Apabila kebijakan
diskriminatif diikuti dengan perilaku diskriminasi oleh negara, maka akan dihitung sebagai dua tindakan/kasus, yaitu
kebijakan diskriminatif dan diskriminasi. Misalnya, Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor
220/87/Kesbangpol/1/2021 tentang pemasangan police line terhadap Pembangunan Gereja Katolik St. Yusuf yang
diikuti oleh pemasangan police line di Gereja Katolik St. Yusuf, maka dihitung sebagai kebijakan diskriminatif dan
diskriminasi. Apabila kebijakan diskriminatif tidak diikuti dengan perilaku diskriminasi oleh negara, maka hanya



kasus), pentersangkaan penodaan agama (8 kasus). Sementara, enam isu pelanggaran
KBB yang dominan dilakukan oleh aktor non-negara adalah intoleransi (62 tindakan),
ujaran kebencian (27 kasus), penolakan pendirian tempat ibadah (20 kasus), pelaporan
penodaan agama (15 kasus), penolakan kegiatan* (13 kasus), penyerangan® (12 kasus),
perusakan tempat ibadah (10 kasus). Tren ini masih serupa dengan data KBB SETARA
Institute tahun 2020 dimana pelarangan kegiatan, gangguan rumah ibadah, dan tuduhan
penodaan agama merupakan tiga isu dominan.

Di tahun 2021, pelanggaran KBB oleh aktor negara paling banyak dilakukan oleh
kepolisian (16 tindakan) dan pemerintah daerah (15 tindakan). Pelanggaran KBB oleh
aktor non-negara paling banyak dilakukan oleh kelompok warga (57 tindakan), individu
(44 tindakan), dan organisasi masyarakat/ormas (22 tindakan). Adapun ormas yang paling
banyak melakukan pelanggaran KBB adalah MUI dengan 8 tindakan pelanggaran. Tiga
diantaranya adalah penyesatan, yaitu menyatakan suatu aliran sebagai sesat dan
menyesatkan, yang berimplikasi pada hilangnya hak untuk menganut kepercayaan sesuai
nurani karena diberikan pembinaan maupun hilangnya hak menyebarkan suatu ajaran
yang telah dianggap sesat oleh MUI.

Ditinjau dari provinsi dengan kasus pelanggaran KBB terbanyak pada tahun 2021, Jawa
Barat menempati posisi pertama dengan 40 kasus. Lalu, disusul oleh DKI Jakarta (26
kasus), Jawa Timur (15 kasus), Kalimantan Barat (14 kasus), Sumatera Utara (11 kasus).
Dalam 14 tahun terakhir, sejak 2008, Provinsi Jawa Barat secara konsisten menempati
posisi teratas sebagai provinsi dengan pelanggaran KBB terbanyak. Adapun DKI Jakarta
dan Jawa Timur pada umumnya sering menempati lima teratas (top 5) dengan
pelanggaran terbanyak sejak 2007, meski ada beberapa tahun di mana dua provinsi ini
ada diluar top 5 dan termasuk dalam top 10. Terdapat dua hal menarik yang menunjukkan
trend 2021 yang berbeda dari tren-tren sebelumnya. Pertama, Provinsi Aceh — yang sejak
2007 konsisten menempati top 10 — tidak lagi berada di top 10. Salah satu faktor
keluarnya Aceh dari top 10 adalah, sejauh pemantauan SETARA Institute, tidak ditemukan
kebijakan diskriminatif yang diterbitkan di tahun 2021 dan tidak ditemukan peristiwa-
peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di tahun 2021. Meskipun demikian, Provinsi Aceh
masih mewarisi berbagai tantangan dalam pemajuan KBB, contohnya seperti stagnasi
penanganan kasus perizinan bagi gereja-gereja di Aceh Singkil yang sudah sejak 2015

dihitung sebagai 1 tindakan/kasus, yaitu kebijakan diskriminatif. Misalnya, Surat Pemerintah Kabupaten Sintang
Nomor 331.1/4824/Satpol.PP-B/2021 pada 15 Oktober 2021 tentang Peringatan Il (kedua) Pembongkaran Bangunan
tanpaizin yang difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Masjid Miftahul Huda) di Desa
Balai Harapan yang hingga saat ini belum diikuti oleh pembongkaran Masjid Miftahul Huda hanya dihitung sebagai
kebijakan diskriminatif. Sementara, apabila perilaku diskriminasi dilakukan tanpa landasan kebijakan diskriminatif,
maka akan dihitung sebagai 1 tindakan/kasus, yaitu diskriminasi saja.

4 Penolakan kegiatan adalah penolakan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Kegiatan
keagamaan yang dimaksud bervariasi, mencakup perayaan hari raya keagamaan, kegiatan pemakaman yang ditolak
karena agama ataupun kepercayaan individu/kelompok, pertemuan/rapat organisasi keagamaan, tetapi tidak
termasuk kegiatan ibadah. Penolakan kegiatan ibadah dikategorikan terpisah sebagai pelarangan kegiatan ibadah.
5 Penyerangan dapat berupa penyerangan yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap individu/kelompok yang
disebabkan karena identitas agama individu/kelompok yang diserang, termasuk peledakan bom bunuh diri.



beribadah di terpal. Kedua, Provinsi Kalimantan Barat — yang sejak 2007 tidak pernah
termasuk dalam top 10 — menempati posisi keempat sebagai provinsi dengan
pelanggaran KBB tertinggi di tahun 2021. Adapun faktor masuknya Provinsi Kalimantan
Barat dalam top 5 adalah kasus intoleransi yang terus berlarut sejak sebelum hingga pasca
pengrusakan Masjid Miftahul Huda milik JAI di Kabupaten Sintang. Kasus ini mencakup
spanduk ujaran kebencian anti-JAl, pembiaran oleh polisi yang tidak berhasil mencegah
anarkisme Aliansi Umat Islam yang merusak Masjid Miftahul Huda, terbitnya tiga surat
peringatan Bupati Sintang kepada JAI untuk membongkar Masjid Miftahul Huda, yang
nyata-nyata merupakan pelanggaran KBB karena meniadakan hak JAI untuk memiliki
tempat ibadah.

Ditinjau dari korban, pada tahun 2021, umat Kristen Protestan paling banyak menjadi
korban pelanggaran KBB dengan 26 kasus. 20 kasus di antaranya adalah seputar gangguan
rumah ibadah yang mencakup penolakan pendirian rumah ibadah, gangguan saat ibadah,
perusakan rumah ibadah, dan penyerangan terhadap orang yang terjadi di tempat
ibadah/rumah ibadah yang dilakukan baik oleh aktor non-negara dan/atau negara.
Berkaitan dengan gangguan rumah ibadah, gereja® secara konsisten menempati posisi
pertama sebagai rumah ibadah yang mengalami gangguan paling banyak setiap tahunnya
sejak 2007, dengan pengecualian di tahun 2008 dan 2016. Pada tahun 2021, terdapat 24
gereja (Protestan dan Katolik) yang mengalami gangguan. Masjid menempati posisi kedua
sebagai rumah ibadah yang mengalami gangguan terbanyak dengan 7 gangguan di tahun
2021.

Dalam hal permasalahan rumah ibadah, SETARA Institute menyoroti dua permasalahan
utama, yaitu IMB rumah ibadah dan gangguan ibadah. Dalam kasus IMB rumah ibadah,
SETARA Institute mengamati bahwa pemerintah masih menerapkan pola penyelesaian
yang sama. Apabila suatu rumah ibadah milik kelompok minoritas mendapat banyak
penolakan dan tidak memenuhi syarat minimal 60 dukungan dari masyarakat setempat
seperti yang diatur dalam PBM 2 menteri 2006, maka pemerintah mengusulkan
pemindahan lokasi agar rumah ibadah tetap dapat dibangun. Hal ini terjadi di kasus hibah
lahan GKI Yasmin Kota Bogor yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada 5
Desember 2021, maupun Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa Kota Bekasi’ dan Kota Bogor®
yang keduanya diresmikan di tahun 2021. Proses pengurusan IMB bagi rumah ibadah
kelompok minoritas memang belum sepenuhnya mencerminkan jaminan KBB mengingat

6 Dalam riset ini, apabila SETARA Institute menggunakan terminologi gereja dan tidak diikuti dengan istilah Protestan
atau Katolik, hal ini berarti mencakup gereja Kristen Protestan dan Katolik (kecuali ketika SETARA Institute
menuliskan secara terminologi gereja diikuti dengan agamanya, yaitu Gereja Protestan atau Gereja Katolik)
Pengkategorian gereja juga termasuk gereja digital/ibadah online. Pengkategorian gereja tidak termasuk kapel dan
rumah doa (rumah tinggal yang biasanya digunakan oleh jemaat Kristen/Katolik untuk berkumpul, berdoa, atau
beribadah).

7 Wawancara dengan Pengembang FKUB dan Sekretaris Tim Verifikasi Perizinan Rumah Ibadah Kementerian Agama
Kota Bekasi Bapak Raden Deden Taufiqurrohman pada 28 Desember 2021 di GOR Patriot Candrabhaga, pk. 09.00
WIB.

& Wawancara daring dengan Ketua FKUB Kota Bogor Hasbulloh Ghazaly pada 3 Januari 2022, pk. 16.00 WIB.



kelompok minoritas masih belum bebas mendirikan rumah ibadah di mana pun yang
mereka inginkan. SETARA Institute memahami langkah pemindahan lokasi tersebut
sebagai upaya negara untuk hadir di tengah kerumitan resolusi konflik yang berkaitan
dengan rumah ibadah dan tempat ibadah. Namun, SETARA Institute menekankan bahwa
solusi demikian tidak boleh menjadi pola penyelesaian dalam kasus-kasus penolakan dan
gangguan rumah ibadah. Adapun sebagai solusi jangka panjang, pemerintah dan seluruh
elemen masyarakat sipil perlu mengintensifikasikan dialog lintasiman sehingga dapat
membuat masyarakat sungguh menjunjung pluralisme dan memberikan dukungan bagi
pembangunan rumah ibadah kelompok minoritas. Dengan demikian, kelompok minoritas
diharapkan dapat mendirikan rumah ibadah di mana saja tanpa khawatir akan penolakan
dari kelompok mayoritas.

Pola lain yang sering terjadi, baik dalam permasalahan IMB rumah ibadah maupun
gangguan ibadah, adalah permasalahan baru akan diselesaikan setelah kasus viral. Hal ini
dapat diamati di dua kasus, yaitu penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI)
Citraland Surabaya dan gangguan ibadah di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Tulang
Bawang Lampung. GKI Citraland Surabaya sudah sejak 2011 mendapat penolakan, tetapi
kasus ini baru diviralkan oleh seorang anggota DPRD Josiah Michael pada 25 Desember
2021.° Setelah viral dan melakukan advokasi terhadap berbagai pihak, GKI Citraland
Surabaya akhirnya dapat dilanjutkan pembangunannya.'® Contoh lain adalah GPI Tulang
Bawang Lampung yang kasusnya viral setelah mendapat gangguan sesaat sebelum ibadah
Natal. Setelah viral, gereja yang sejak 5 Juli 2020 disegel! ini akhirnya dilepaskan segelnya
pada 31 Desember 2021.12 Mengenai hal ini, pemerintah dan aparat keamanan perlu
untuk cepat tanggap menjamin hak KBB tanpa menunggu kasus menjadi viral.

Masih berkaitan dengan permasalahan rumah ibadah, pada tahun 2021, cukup banyak
rumah ibadah yang mengalami gangguan karena dipermasalahkan IMB-nya. Kelompok
intoleran membenarkan aksi intoleran terhadap ibadah atau rumah ibadah hanya karena
rumah ibadah tersebut belum memiliki IMB. Tiga contohnya adalah: (1) Masjid Miftahul
Huda di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, (2) GPI di Kabupaten Tulang Bawang,
Lampung, dan (3) Tempat Ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Desa Sirnajaya,
Kabupaten Bekasi. Dalam kasus-kasus ini dan banyak kasus lainnya, kelompok intoleran

% Selalu.id, “Begini Lika-Liku Penolakan Gereja Lakarsantri Surabaya,” 28 Desember 2021, https://selalu.id/news-
816-begini-likaliku-penolakan-gereja-lakarsantri-surabaya, diakses pada 25 Januari 2022, pk.15.33 WIB; Lensa
Indonesia, “Anggota DPRD Surabaya sesalkan adanya penolakan pembangunan Gereja di Lakarsantri,” 26 Desember
2021, https://www.lensaindonesia.com/2021/12/26/anggota-dprd-surabaya-sesalkan-adanya-penolakan-
pembangunan-gereja-di-lakarsantri.html, diakses pada 25 Januari 2022, pk.15.42 WIB.

10 Rafika, “Sempat Ditolak, GKI Citraland Lakarsantri Akhirnya Bisa Dibangun,” Jawa Pos, 28 Desember 2021,
https://www.jawapos.com/surabaya/28/12/2021/sempat-ditolak-gki-citraland-lakarsantri-akhirnya-bisa-
dibangun/, diakses pada 11 Januari 2022, pk. 16.02 WIB.

11 Video dari kanal Youtube GPI Tulang Bawang Lampung, “Gereja GPI Banjar Agung Disegel! 5 Juli 2020,” 9 Agustus
2020, https://www.youtube.com/watch?v=20GIwKoKKkI, diakses pada 11 Januari 2022, pk. 16.21 WIB.

12 video dari akun GPI Banjar Agung Tulang Bawang — Lampung di Facebook, 1 Januari 2022,
https://www.facebook.com/search/top?q=gpi%20tulang%20bawang%20lampung, diakses pada 11 Januari 2022, pk.
16.08 WIB.




sering kali menyatakan bahwa mereka bukan intoleran dan tidak pernah menolak orang
lain beribadah, hanya saja mereka menuntut bahwa prosedur persyaratan IMB harus
diurus sesuai hukum. Ketua RW007 Perum KSB Desa Sirnajaya Kabupaten Bekasi Dharma
Suhendri menyampaikan, “... berkumpulnya warga Desa Sirnajaya Blok F untuk menolak
penggunaan ruko yang dialihfungsikan menjadi tempat ibadah bagi Jemaat HKBP karena
sampai saat ini tidak pernah ditempuh secara prosedural. Sebenar-benarnya dan pada
prinsipnya warga Blok F Desa Sirnajaya ini tidak pernah menolak orang untuk
melaksanakan ibadah. Namun, dalam penggunaan suatu tempat untuk beribadah itu kan
ada mekanisme yang harus ditempuh. Dalam hal ini teman-teman dari pihak Jamaat HKBP
belum melakukan perizinannya atau mekanismenya secara tertulis baik terhadap
lingkungan dan warga sekitarnya, dan itu menjadikan pertanyaan dari warga”. Selain
kasus HKBP di Kabupaten Bekasi, dalam video live berdurasi 3 jam yang diunggah di
Facebook “GPI Banjar Agung Tulang Bawang — Lampung” pada tanggal 25 Desember 2021,
pada menit ke-16 terlihat seorang berbaju putih yang merusuh sesaat sebelum ibadah
Natal berkata, “Kami bukan melarang mereka (jemaat GPI Tulang Bawang) untuk
beribadah menyembah Tuhan mereka, akan tetapi sudah sesuaikah dengan prosedur
(syarat IMB) yang berlaku? ... Bukan melarang mereka beribadah. Silahkan, silahkan
(beribadah)”.

Salah satu gangguan rumah ibadah yang menjadi sorotan di tahun 2021 adalah kasus
perusakan dan pembakaran Masjid Miftahul Huda di Desa Balai Harapan, Kabupaten
Sintang, Kalimantan Barat. Diawali dengan penolakan pembangunan Masjid ini oleh
kelompok intoleran yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam; atas tekanan Aliansi
Umat Islam, masjid ini lalu disegel dua kali oleh Satpol PP. Pertama merupakan
penyegelan sementara atas dasar Surat Bupati Sintang Nomor 300/226/Kesbangpol.C
tertanggal 13 Agustus 2021, sedangkan yang kedua adalah penyegelan permanen atas
dasar Surat Bupati Sintang Nomor 300/263/Kesbangpol.C tertanggal 27 Agustus 2021.
Tidak hanya disegel, massa Aliansi Umat Islam juga merusak dan membakar Masjid
Miftahul Huda pada tanggal 3 September 2021. Persekusi terhadap JAl terus terjadi pasca
perusakan masjid karena Pemerintah Kabupaten Sintang menerbitkan tiga surat
peringatan pembongkaran terhadap Masjid Miftahul Huda, hingga melakukan alih fungsi
masjid tersebut menjadi rumah tinggal pada tanggal 29 Januari 2022. Rangkaian
diskriminasi terhadap JAl ini selalu menggunakan justifikasi bahwa Masjid Miftahul Huda
tidak memiliki IMB. Justifikasi ini diskriminatif sebab hampir semua rumah ibadah/tempat
ibadah di Desa Balai Harapan tidak ber-IMB, tetapi hanya Masjid Miftahul Huda saja yang
dipermasalahkan. Justifikasi ini juga tidak bisa dibenarkan karena pemerintah daerah
seharusnya memfasilitasi IMB rumah ibadah, bukan memberi sanksi pembongkaran atau
alih fungsi lahan.

Beberapa peristiwa di atas menjadi segelintir contoh dari sekian banyaknya peristiwa
serupa bahwa persyaratan IMB untuk mendirikan rumah ibadah sering dijadikan
pencitraan kelompok intoleran untuk mencuci tangan dari label “intoleran” sekaligus
menjadi alasan pembenaran oleh kelompok intoleran untuk mengganggu tempat ibadah
maupun rumah ibadah atau mengganggu jalannya ibadah. Maka, Menteri Agama harus



memberikan perhatian serius untuk segera memenuhi janji mengusulkan langkah-
langkah konkret yang mempermudah persyaratan IMB rumah ibadah sehingga kelompok
intoleran tidak lagi memiliki dalil pembenaran atas aksi intoleransinya.

Dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa tantangan pemajuan KBB. Hal ini salah
satunya dapat diamati dari keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan SKB Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Nomor
02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga
Kependidikan pada Sekolah Negeri. Padahal, SKB ini merupakan langkah progresif dalam
pemajuan KBB di dunia pendidikan agar memastikan murid memiliki hak untuk
mengenakan atau tidak mengenakan atribut agama tanpa paksaan. Pembatalan SKB ini
menandakan bahwa Pemerintah Pusat belum satu suara dalam komitmen memajukan
KBB di dunia pendidikan. Selain itu, beberapa permasalahan KBB lainnya di dunia
pendidikan seperti siswa penghayat dan siswa Baha’i yang tidak mendapat pelajaran
agama/kepercayaan sesuai agama/kepercayaannya,? serta diskriminasi terhadap 3 anak
Saksi-Saksi Yehuwa di Tarakan, Kalimantan Utara, tidak naik kelas tiga tahun berturut-
turut karena kepercayaannya. Status di luar 6 agama resmi sering dijadikan justifikasi
tidak memberikan pelajaran agama/kepercayaan sesuai agama/kepercayaan murid.
Padahal, UU PNPS 1965 — sebagai satu-satunya rujukan perundangan yang menyebut 6
agama resmi — tidak melarang agama/kepercayaan selain 6 agama resmi, bahkan
menegaskan bahwa di luar 6 agama itu tetap mendapatkan jaminan penuh. Maka, murid
yang menganut agama/kepercayaan di luar 6 agama resmi berhak mendapat ajaran
sesuai agama/kepercayaannya, seperti dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 12
Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Di samping beberapa kendala dan permasalahan KBB, terdapat setidaknya enam hal yang

patut diapresiasi dalam pemajuan KBB di tahun 2021:

1. Penyelesaian kasus GKI Pengadilan Bakal Pos (Bapos) Taman Yasmin
Setelah pembekuan IMB pada tahun 2008, akhirnya pada tanggal 8 Agustus 2021
diserahkan IMB bagi Bapos GKI Yasmin atas nama GKI Pengadilan, yang merupakan
induk dari Bapos GKI Yasmin.* Sebelumnya, pada 13 Juni 2021 Pemerintah Kota
Bogor menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Lahan bagi Bapos GKI
Yasmin kepada GKI Pengadilan.'> Melalui mekanisme hibah lahan, lahan GKI yang

13 Ronald Seger Prabowo, “Nasib Siswa Beragama Baha’i, Tak Dapat Pelajaran Agama hingga Dikeluarkan dari
Sekolah,” Suara Jawa Tengah, 30 Juli 2021, diakses dari https://jateng.suara.com/read/2021/07/30/125601/nasib-
siswa-beragama-bahai-tak-dapat-pelajaran-agama-hingga-dikeluarkan-dari-sekolah?page=all pada 24 Januari 2022,
pk. 19.57 WIB.

14 CNN Indonesia, “Walkot Bogor Terbitkan IMB, GKI Yasmin Sudah Boleh Dibangun,” 8 Agustus 2021, diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210808153202-20-677923/walkot-bogor-terbitkan-imb-gki-yasmin-
sudah-boleh-dibangun pada 24 Januari 2022, pk. 19.57 WIB.

15 Kompas, “Pemkot Bogor Hibahkan Lahan untuk Pembangunan GKI Yasmin,” 13 Juni 2021, diakses dari
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/13/23345301/pemkot-bogor-hibahkan-lahan-untuk-
pembangunan-gki-yasmin?page=all pada 24 Januari 2022, pk.20.07 WIB.




lama tetap menjadi milik GKI, tetapi tidak boleh difungsikan sebagai gereja.'® Lahan
baru yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor akan dibangun menjadi gereja Bapos
GKI Yasmin masih terletak di jalan yang sama dan berjarak 1,6 km dari lokasi lama.*’
Meskipun belum sepenuhnya menunjukkan jaminan optimal kebebasan
beragama/beribadah karena lokasi gereja dipindah akibat penolakan dari masyarakat
lokasi lama, tetapi hibah lahan dan terbitnya IMB ini tetap patut diapresiasi sebagai
salah satu opsi memulihkan hak jemaat Bapos GKI Yasmin beribadah dengan layak
dan nyaman. Seperti diketahui bahwa selama terjadinya penolakan kelompok
intoleran di lokasi yang lama, jemaat Bapos GKI Yasmin beribadah dua minggu sekali
di depan Istana Presiden.'® Resolusi konflik Bapos GKI Yasmin berkat kolaborasi
Pemerintah Kota Bogor dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kota Bogor turut
serta menyampaikan ke masyarakat perihal hak beribadah warga negara, sehingga
masyarakat memberi dukungan terhadap pembangunan gereja. Tetap perlu diberikan
catatan bahwa ada sekelompok jemaat Bapos GKI Yasmin sampai detik ini tidak puas
dengan solusi hibah lahan dan dengan langkah terbaru melaporkan skema
penyelesaian tersebut sebagai dugaan maladministrasi kepada Ombudsman Republik
Indonesia. Namun demikian, solusi hibah lahan merupakan sebuah kemajuan setelah
stagnasi kasus ini selama 13 tahun.

2. ltikad baik Kementerian Agama untuk mengkaji dua produk hukum yang sering
digunakan oleh kelompok intoleran untuk menghambat minoritas dalam menikmati
hak-hak konstitusionalnya, yaitu (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (PBM) (selanjutnya: PBM 2 menteri
2006) mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dan (2) Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor
KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 (SKB) mengenai Peringatan dan
Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAl) dan Warga Masyarakat.*®

3. Peresmian Program Studi S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
pertama di Indonesia. Program Studi disediakan di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag)

16 Wawancara dengan salah Bapak Maha Katy, satu anggota Tim 7 yang merupakan Jemaat GK| Pengadilan, pada
21 Januari 2022, pk.19.05 WIB.

17 Detik.com, “Ini Lokasi Baru GKI Yasmin, Masih di Jalan Abdullah Bin Nuh,” 14 Juni 2021, diakses dari
https://news.detik.com/berita/d-5604803/ini-lokasi-baru-gki-yasmin-masih-di-jalan-abdullah-bin-nuh  pada 24
Januari 2022, pk.16.59 WIB.

18 CNN Indonesia, “Ibadah ke-200 GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia di Depan Istana,” 18 Agustus 2019, diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190818184218-20-422503/ibadah-ke-200-gki-yasmin-dan-hkbp-
filadelfia-di-depan-istana pada 24 Januari 2022, pk.17.15 WIB.

19 Fahdi Fahlevi, “Menag Gus Yaqut Kaji SKB 2 Menteri, Janji Permudah Izin Pendirian Rumah Ibadah,” Tribun News,
26 Januari 2021, diakses dari https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/26/menag-gus-yaqut-kaji-skb-2-
menteri-janji-permudah-izin-pendirian-rumah-ibadah pada 27 Desember 2021, pk.14.16; CNN Indonesia, “Menag
Bakal Kaji SKB Tiga Menteri Tentang Jemaat Ahmadiyah,” 14 September 2021, diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210914134656-20-694071/menag-bakal-kaji-skb-tiga-menteri-
tentang-jemaat-ahmadiyah pada 24 Januari 2022, pk.14.41 WIB.




dan merupakan inisiasi dari Kemendikbud. Peresmian ini dapat berkontribusi pada
pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan bagi para penghayat dengan
menambah jumlah pengajar bagi penghayat. Meskipun demikian, pemerataan
ketersediaan penghayat perlu ditingkatkan mengingat permasalahan pendidikan
penghayat bukan pada jumlah guru penghayat, melainkan sebaran guru penghayat
yang mengakibatkan beberapa daerah belum memiliki guru penghayat. Hal ini
nampak jelas dari rasio jumlah penyuluh penghayat berbanding jumlah murid adalah
1:11%° yang sudah lebih dari cukup apabila dibandingkan dengan rasio ideal guru dan
murid SD oleh Kemendikbud yaitu 1:32.%¢

4. Pemberian IMB rumah ibadah bagi ragam kelompok marginal intraagama, contohnya
Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa di Kota Bekasi. Lancarnya proses pengajuan IMB
bagi Saksi-Saksi Yehuwa di Kota Bekasi salah satunya adalah karena ketegasan
pemerintah daerah, misalnya ketika ada kelompok Kristen mainstream (arus utama)
yang mengajukan keberatan dan bertanya mengapa Saksi-Saksi Yehuwa mendapat
IMB, pemerintah daerah menegaskan bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor
129 Tahun 1976 mengenai “Pelarangan Aktivitas Saksi-Saksi Yehuwa dan Siswa-Siswa
Alkitab di Indonesia” telah dicabut dan juga menegaskan tentang legalitas Saksi-Saksi
Yehuwa, vyaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama No. F/KEP/HK.00.5/22/1103/2002, yang membuat kelompok
Kristen arus utama memahami dan bisa menerima jawaban pemerintah daerah.??

5. Pemeliharan kolaborasi lintasiman yang terus terjaga semasa COVID-19, misalnya
vaksinasi lintasiman oleh Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) dan
bantuan bagi korban bencana Semeru oleh Komunitas Lintasiman Ngobrol Perkara
Iman (Ngopi). 2 Kolaborasi lintasiman tentu tidak hanya mendorong semangat
persaudaraan dan kemanusiaan, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pemajuan
kebebasan beragama/berkeyakinan melalui perjumpaan yang dapat membuat satu
sama lain saling memahami dan mengikis stigma maupun prasangka, sehingga
masyarakat tidak mudah termakan hoaks dan bahkan turut berkontribusi

20 Diolah dari data tahun 2020 bahwa hanya ada 254 penyuluh yang mengajar murid penghayat di sekolah dan
jumlah murid penghayat ada “2886 peserta yang tersebar di 55 kabupaten, 19 kota, dan 150 organisasi di Indonesia”.
Data ini diperoleh dari Haris Setyawan, “Belum Ada Layanan Pendidikan Memadai Bagi Penghayat Kepercayaan,”
Balairung Press, 2 Oktober 2020, https://www.balairungpress.com/2020/10/belum-ada-layanan-pendidikan-
memadai-bagi-penghayat-kepercayaan/, diakses pada 26 Desember 2021, pk.00.00 WIB.

21 Menurut Permendikbud No. 23 Tahun 2013 Pasal 2, Ayat (2) Poin 5, rasio ideal guru berbanding murid SD adalah
1:32.

22 Wawancara dengan Pengembang FKUB dan Sekretaris Tim Verifikasi Perizinan Rumah Ibadah Kementerian Agama
Kota Bekasi Bapak Raden Deden Taufiqurrohman pada 28 Desember 2021 di GOR Patriot Candrabhaga, pk. 09.00
WIB.

2 Muhammadiyah COVID-19 Command Center, “Vaksinasi Lintas Iman di Banjarnegara, Ketua MDMC: Tidak Ada
Suatu Agama pun yang Kebal COVID-19,” 2 September 2021, https://covid19.muhammadiyah.id/vaksinasi-lintas-
iman-di-banjarnegara-ketua-mdmc-tidak-ada-suatu-agama-pun-yang-kebal-covid-19/, diakses pada 31 Desember
2021, pk. 23.27 WIB; Maula Asadillah, “Polres dan Komunitas Ngopi Banjarnegara Kirimkan Bantuan ke Semeru,”
Serayu News, 11 Desember 2021, https://serayunews.com/polres-dan-komunitas-ngopi-banjarnegara-kirimkan-
bantuan-ke-semeru/, diakses 1 Januari 2022, pk. 00.18 WIB.




mengadvokasikan kebebasan beragama/berkeyakinan bagi korban pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan untuk mendapatkan hak-haknya.

Pengakuan terhadap hak kebebasan penyebaran agama yang disampaikan oleh Katib
‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kyai Haji Yahya Cholil Staquf di International
Religious Freedom Summit yang diselenggarakan pada 13-15 Juli 2021 di Washington
DC, Amerika Serikat. K.H. Staquf bekerja sama dengan pemimpin World Evangelical
Alliance (WEA) Thomas Schirrmacher mengenai hak mengubah agama satu sama lain.
Meskipun detail dari kerja sama ini tidak ditemukan sehingga tidak diketahui
bagaimana dua organisasi lintasnegara bisa bekerja sama di hal ini dan apakah kerja
sama ini berlangsung lintasdenominasi mengingat hanya diikuti oleh organisasi Islam
aliran NU, hal ini tetap menarik dan patut diapresiasi sebab menjadi angin segar bagi
pemajuan hak KBB untuk meninggalkan/berpindah agama. Kerja sama ini setidaknya
berkontribusi pada pemajuan diskursus hak meninggalkan/berpindah agama di
tengah RKUHP Pasal 306 yang masih mencantumkan mengenai pidana bagi pelaku
penghasutan yang menimbulkan seseorang meninggalkan agama.

C. Rekomendasi

1.

Sehubungan dengan permasalahan IMB dan gangguan rumah ibadah yang secara
konsisten terus menjadi isu menonjol setiap tahunnya, SETARA Institute mendorong
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk merevisi PBM Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 agar menghapus tugas FKUB sebagai
pemberi rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadah. Hal ini agar FKUB tidak
menjadi salah satu pihak yang bertikai dalam konflik rumah ibadah, melainkan agar
berfokus pada peran mengintensifkan mediasi maupun dialog sehingga masyarakat
saling memahami dan menghargai hak warga negara dalam beribadah dan memiliki
tempat ibadah. Hal ini diharapkan dapat membuat kelompok minoritas lebih bebas
mendirikan rumah ibadah di mana saja tanpa khawatir akan penolakan warga dan
tanpa harus relokasi untuk mendapatkan dukungan warga sebagai syarat IMB.

Masih sehubungan dengan sengketa rumah ibadah, SETARA Institute mendorong
pemerintah daerah dan aparat keamanan agar lebih cepat tanggap menangani
sengketa rumah ibadah.

Untuk mengatasi berkembangnya ujaran kebencian yang pada tahun 2021
menempati posisi pertama sebagai kasus pelanggaran KBB oleh aktor non-negara
terbanyak, SETARA Institute mendorong perkuatan peran media dan masyarakat sipil
dalam memberitakan informasi yang berimbang dan narasi alternatif untuk
menangkal narasi ujaran kebencian.

SETARA Institute mendesak Presiden dan DPR untuk menghapus Pasal 306 RKUHP
mengenai pidana bagi orang yang menghasut orang lain untuk meniadakan keyakinan
orang tersebut terhadap agama. Hal ini karena pasal ini berpotensi disalahgunakan
untuk menjerat mereka yang menyebarkan ajaran atau berpindah keyakinan, yang
akan memperburuk KBB di Indonesia.

Dalam mengatasi permasalahan pendidikan bagi penghayat kepercayaan, beberapa
penghayat tidak terbuka bahwa dirinya adalah penghayat karena takut akan stigma,
sehingga akhirnya tidak mendapat pelajaran kepercayaan sesuai yang dianutnya.



SETARA Institute mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Agama, dan elemen masyarakat sipil mengintensifikasi dialog lintasiman untuk
mengikis stigma terhadap penghayat. Selain itu, SETARA Institute juga menendorong
Presiden dan DPR mewujudkan sistem pendidikan nasional yang inklusif, salah
satunya dengan merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional — sebagai peraturan induk — agar memuat terminologi “kepercayaan”.
Dengan demikian, perundangan turunan diharapkan dapat lebih inklusif terhadap
penghayat.

6. Untuk mendorong  setiap murid mendapatkan pengajaran  sesuai
agama/kepercayaannya masing-masing, SETARA Institute mendorong Kementerian
Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat pernyataan
mengenai hak setiap siswa mendapatkan ajaran sesuai agama/kepercayaannya,
termasuk bila agama/kepercayaan tersebut di luar 6 agama resmi. Hal ini karena UU
PNPS 1965 — sebagai satu-satunya rujukan perundangan yang menyebut 6 agama
resmi — tidak melarang agama/kepercayaan selain 6 agama resmi, bahkan
menegaskan bahwa di luar 6 agama itu tetap mendapatkan jaminan penuh. Maka,
murid yang menganut agama/kepercayaan di luar 6 agama resmi berhak mendapat
ajaran sesuai agama/kepercayaannya, seperti dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 dan
Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pernyataan ini diharapkan menjadi landasan agar tidak ada lagi sekolah maupun
kementerian/lembaga di daerah yang menggunakan justifikasi bahwa
agama/kepercayaan tidak diakui oleh negara (di luar 6 agama resmi) untuk tidak
memberikan pelajaran agama sesuai agama/kepercayaan murid di luar 6 agama resmi.

7. Untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan yang ideal, terutama mendekati
masa persiapan pemilu 2024 di mana banyak terjadi politik identitas terhadap
minoritas, khususnya Ahmadiyah, maka SETARA Institute mendesak Menteri Agama,
Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut SKB Ahmadiyah 2008. Selain
itu, Pemerintah Pusat harus mengeluarkan larangan bahwa pemerintah daerah tidak
boleh menerbitkan peraturan terkait Ahmadiyah di tingkat lokal sebab dalam
praktiknya SKB maupun peraturan sejenis di tingkat lokal justru semakin memicu
praktik intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi terhadap JAI.

Narahubung:

Syera Anggreini Buntara, Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan SETARA Institute, 0851
6100 0197

Halili Hasan, Direktur Riset SETARA Institute, 0852 3000 8880



